WALIKOTA BLITAR

Menimbang :

Mengingat

: 1.

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

KOTA BLITAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

. bahwa dalam rangka mewujudkan program dalam Rens

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota E
Tahun 2011-2015 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka t
ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota E

Tahun 2015;

. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merup:

suatu dokumen rencana pembangunan daerah yang mer
arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang sebagai w
komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepas
kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah

berkesinambungan ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetaj
Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangt

Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2015;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentt
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi <
Timur/Tengah /Barat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuat
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun <
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis
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10.

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinte
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun <
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah ters
dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubs
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indor

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rept

Indonesia Nomor 4844);

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbaz
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Da
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentt
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rept
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82Tambahan Lembaran Ne

Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 ten
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II E
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lemb
Negara Nomor 3243 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rept
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemb.
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedo
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinte
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Ren

Perrbhornaritnan (Terrvrvbhoararn Necaara Paoanvithilil TvrhvAdAanrnacia TA
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerir
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Da
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Ts
2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Rept

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Taha
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan  Eval
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Ne
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambs

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ren

Kerja Pemerintah Tahun 2015 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 't
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomo:
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Me:
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedo

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Ten
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun :
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten

Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 ten
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota E

2011 -2015;

Ve

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pro
Jawa Timur Tahun 2015 ;

MEMUTUSKAN :



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kota Blitar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ad
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala B:
Perencanaan Daerah Kota Blitar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanju
disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan da
untuk kurun waktu S (lima) tahun, yang secara substantif RP.
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Walikota E
terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-p
program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Ren
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencat
pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja prog
dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyust
APBD.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Re
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu 1 (s
tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2015 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Da

untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015

berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.



pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mat

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai

a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Ur

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) d:

rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da

Tahun 2015.

b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Re

SKPD dan RKA-SKPD Tahun 2015.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3

RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagain

tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dengan sistematika sek

berikut:

BAB 1
BAB II

BAB III

BAB IV
BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPA
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERAN(
PENDANAAN.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 201
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGU!
DAERAH.

PENUTUP.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar wajib mene

kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2015 hasil pembahasan bersama D

dengan RKPD Tahun 2015.

Pasal 5

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 yang ditetag



BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Mei 2014
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAL

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto



